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PENGATURAN HAK ATAS TANAH

Dasar Hukum Hak Atas Tanah :

Ketentuan-ketentuan Hukum Tanah yang tertulis bersumber pada UU No. 5
Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan
pelaksanaannya yang secara khusus berkaitan dengan tanah sebagai sumber
hukum utamanya, sedangkan ketentuan- ketentuan Hukum Tanah yang tidak
tertulis bersumber pada Hukum Adat tentang tanah dan yurisprudensi tentang
tanah sebagai sumber hukum pelengkapnya.

Ada beberapa aturan khusus mengatur tentang hak atas tanah (peralihan), yaitu:
a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok

Agraria, yang dimuat dalam LN nomor 104 tahun 1960;
b. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;



c. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;

d. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah;

e. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah;

f. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2013
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan
Kegiatan Pendaftaran Tanah.



LATAR BELAKANG

Melihat dari sejarah Indonesia 
yang dijajah oleh belanda 350 
tahun, memberi dampak pada
sistem hukum di Indonesia 
termasuk pertanahan

Mekanisme pendaftaran tanah di 
Indonesia pun mulai berubah, 
dimana terdapat sertifikat tanah
yang menjadi bukti kepemilikan
tanah

Undang-Undang nomor 5 tahun
1960 ttg Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agrarian menjadi dasar
hukum baru bagi Indonesia terkait
masalah pertanahan

Namun dengan adanya stelsel
negative menimbulkan peluang bagi
spekulan dan mafia tanah untuk
merekayasa kepemilikan tanah. 



A. PENGERTIAN MAFIA TANAH

Berdasarkan petunjuk teknis No:01/Juknis/D.VII/2018
tentang pencegahan dan pemberantasan mafia tanah,
yang dimaksud dengan mafia tanah adalah individu,
kelompok, dan/atau badan hukum yang melakukan
tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan
yang dapat menimbulkan dan menyebabkan
terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus
pertanahan.

MAFIA 
TANAH



1. Menerbitkan surat
dan/atau
menggunakan lebih
dari surat girik/letter c 
, SK tanah, register, dll
yang berhubungan
dengan tanah oleh
kepala desa kepada
beberapa pihak
terhadap satu bidang
yang sama

2. Menerbitkan dan atau
menggunakan dokumen
yang terindikasi palsu
terkait tanah seperti
sertifikat hak atas tanah, 
girik, letter c, register, surat
keterangan tanah, surat
keterangan tidak sengketa, 
yang dikeluarkan oleh
Kementerian Agrarian dan
Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional

3. Melakukan okupasi
atau penguasaan
tanah tanpa ijin di 
atas tanah milik
orang lain (hak
milik, HGU, HGB, 
HP, HPL) baik yang 
sudah berakhir
maupun yang 
masih berlaku
haknya

B. MACAM-MACAM MODUS YANG DILAKUKAN OLEH 
MAFIA TANAH DI LINGKUNGAN MASYARAKAT



5. Mangajukan
permohonan sertifikat
pengganti karena
hilang, sementara
sertifikat tersebut
masih ada dan
dipegang oleh
pemiliknya sehingga
mengakibatkan
terdapat dua sertifikat
di atas satu bidang
yang sama

6. Pemufakatan jahat
yang dilakukan dalam
akta otentik/surat
keterangan oleh mafia 
tanah dengan
melibatkan pejabat
umum (Notaris, PPAT, 
camat, lurah/kades) 
yang mengakibatkan
sengketa, konflik dan
perkara tanah yang 
berdimensi luas

4. Merubah atau
memindahkan
atau
menghilangkan
patok tanda
batas tanah



C. PENYEBAB MARAKNYA MAFIA TANAH DIKALANGAN 
MASYARAKAT

1. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah untuk mendaftarkan kepemilikan
tanahnya dalam bentuk sertifikat hak milik;

2. Masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah tidak memiliki uang yang cukup
untuk mengurus dan mendaftarkan bukti kepemilikannya yang berupa girik adat
yang dimilikinya ke BPN setempat;

3. Oknum-oknum aparat desa yang sebenarnya mengetahui betul status dan asal
usul kepemilikan tanah di lingkungannya yang kemudian tergoda dengan bujuk
rayu mafia tanah untuk menerbitkan girik, pipir, ketirik atau perfonding palsu yang
dilengkapi dengan surat-surat pendukung lainnya seperti dari RT/RW setempat
sampai ke tingkat kecamatan



D. UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN 
MAFIA TANAH

Masyarakat harus memanfaatkan
tanahnya, jangan menelantarkan
tanah, serta melakukan sertifikasi
tanah untuk menjadi bukti
kepemilikan dan hak seseorang atas
tanah

Melakukan transaksi jual beli di PPAT 
yang benar-benar dipercaya. Banyak
sekali kasus-kasus kejahatan
dikarenakan PPAT yang dipilih ternyata
PPAT fiktif. Jadi harus selektif dalam
memilih PPAT agar proses peralihan
jual beli menjadi aman

1. 2.



Meningkatkan integritas dan
profesionalisme. Integritas bertalian
dengan moral aparat yang bersih, 
jujur, sementara profesionalisme
berkaitan dengan kemampuan atau
keahlian aparat dalam menjalankan
tugasnya.

Menindak tegas para pelaku mafia 
tanah. Sanksi pidana perlu
dijatuhkan kepada pelaku yang 
terbukti melakukan kejahatan, 
pemalsuan, penipuan, penggelapan, 
suap, gratifikasi, dan kejahatan
lainnya serta memberi sanksi
administratif seperti pemecatan
oknum aparat yang terbukti terlibat
mafia tanah

4.3.



KRITERIA KASUS TANAH

Kasus pertanahan dibagi menjadi 3 kriteria sesuai dengan pasal 1 angka 2
s/d angka 3 Permen Agrarian no. 11/2016, yaitu :

1. Sengketa tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang
perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas

2. Konflik tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang
perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau
lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas

3. Perkara tanah adalah perselisihan pertanahan yang penanganannya
melalui lembaga peradilan



Dalam penyelesaian kasus pertanahan, terdapat 2 jalur yang dapat digunakan untuk
menyelesaikan kasus pertanahan, yaitu:

1. Non litigasi

Jalur ini dapat digunakan dengan mengajukan pengaduan masyarakat baik pribadi
atau melalui kuasa hukum. Anda dapat mengajukan pengaduan secara tertulis jika
mengalami sengketa tanah dengan pihak lain. Pengaduan tersebut dapat disampaikan
melalui loket pengaduan kantor pertanahan setempat atau website kementerian
ATR/BPN, atau atas inisiatif dari kementerian ATR/BPN nelakukan penyelesian sengketa.

Secara garis besar, sengketa tanah yang dapat diselesaikan oleh kementerian
ATR/BPN adalah terkait dengan kesalahan dalam prosedur administratif. Namun, jika
pengaduan terhadap sengketa tanah tidak masuk kewenangan kementerian ATR/BPN,
maka proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi di kantor pertanahan
wilayah setempat. Dalam mediasi, anda harus didampingi kuasa hukum agar memahami
dan mengetahui seluk beluk proses yang akan dialami pada saat mediasi.

E. PENYELESAIAN SENGKETA TANAH



2. Litigasi

Selain pengaduan dan mediasi, anda juga dapat
menempuh jalur hukum melalui badan peradilan, yaitu
diajukan ke pengadilan umum secara perdata, pada
umumnya semua sengketa pertanahan dapat diajukan ke
pengadilan, baik dalam lingkup peradilan umum maupun
peradilan tata usaha negara.



Upaya Hukum Litigasi

Upaya Hukum PTUN

Upaya hukum melalui pengadilan tata usaha negara terkait
cacat administrasi keputusan tata usaha negara

Upaya Hukum Perdata

Upaya hukum melalui pengadilan negeri terkait sengketa
keperdataan hak atas tanah

Upaya Hukum Pidana

Upaya hukum melalui laporan kepolisian terkait adanya dugaan
tindak pidana kepemilikan hak atas tanah secara melawan hukum



DEMIKIAN
TERIMA KASIH


